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WALIKOTA PALOPO 
>· PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR: 45 TAHUN 2016 

TEN TANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu 
mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota Palopo. 
1. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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(2) Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika mempunyai Tu.gas Pokok : 
membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan pada Bidang Komunikasi dan Informatika; 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai Fungsi : 

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan 
Informatika; 

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi 
dan Informatika; 

c. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan 
pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan (3), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
mempunyai Rincian Tu.gas : 

a. menetapkan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 
Dinas Komunikasi dan lnformatika; 

b. menetapkan Perumusan Kebijakan Telmis di Bidang Komunikasi dan 
Informatika; 

c. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; 
d. menyelenggarakan Layanan opini, aspirasi publik dan infrastruktur 

data center serta manajemen Sistem Tekhnologi Informatika; 
e. menyelenggarakan Penertiban Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 

Dinas Komunikasi dan lnformatika; 
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi 

saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam 
penentuan kebijakan; 

g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan 
kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil 
kerjanya; 

h. menilai prestasi kerja bawahan;dan 
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Kedua 

SEKRETARIAT 
Paragraf 1 

Sekretaris 

Pasal 5 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

(2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis 
administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam 
lingkup Dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian 
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h. mendistribusiakan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 

serta mengevaluasi basil kerjanya; dan 

i. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan 
untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. 

J. menilai prestasi kerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala 

Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 3 

Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik 

Pasal 11 

(1) Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bidang. 

(2) Kepala Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik mempunyai Tugas 

Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada seksi pelayanan Media 

Komunikasi Publik; 

(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik, mempunyai Rincian 

Tu.gas-. 

a. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan 

pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local serta 

pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah; 

b. menyusun perencanaan dan petunjuk teknis serta pembinaan 

pelaksanaan peliputan dan dokumentasi; 

c. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan instasi lain terkait 

pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah; 
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas peliputan 

dan dokumentasi kegiatan pemerintah daearah; 
e. mendistribusiakan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 

serta mengevaluasi hasil kerjanya; 

f. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan 
untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; 

g. menilai prestasi kerja bawahan; dan 
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BAB VII 

JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 22 

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan keahlian tertentu. 

Pasal 23 

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari 
sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; 

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; 

(3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 24 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 07 
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kota Palopo dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 25 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Palopo 

padatanggal 2 Desember 2016 

WALIKOTAPALOPO, 

.M.JUDAS AMIR 

Diundangkan di Palopo 
pada tan al: 2 Desember 2016 

ETARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

H. J 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 
NOMOR 45 
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